
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENCCARA lTIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADu SATU PINTU(DPIMIPTSP)
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KEPUTUSAN

KEPALA DlNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMIUR

NOMOR:DPMPTSP.421.5′ 111′PTSPA′‖′2021

TENTANG
IZIN OPERAS10NAL PENYELENGGARAAN SATUAN PEND:D:KAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS(SMA)PAHLAIWAN BINTANG TIMUR
Di KABUPATEN KUPANG

KEPALA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P:NTU
PROViNSi NUSA TENGGARA TIMUR,
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6. Peraturan 2015 tenね ng ⅦI可ib Belalar(Lembattn
Negara Repubik 2008 NorTtor 90):

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 20O7 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang

Badan Akreditasi Sekolah;
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9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14lNPN/Hl(2007 tanggal 24 Januari
2007 tentang Prioritas Pendirian lzin Sekolah Menengah;

11. Peraturan Gubemur Nusa -fenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubemur kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur;
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詢lente“ Pendidikan dan iく ebudayaan Republik l Jaka"al

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
tsupati Kupang di Oelamasi;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia

di Jakarta;
Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia di Jakarla;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang di Oelamasi;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;
Koordinator Pengawas SMA/SMKWilayah Kabupaten Kupang di Oelamasi;


